PERATURAN DAERAH PROPINSI BANTEN

NOMOR 31 TAHUN 2002

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENGAWASAN DAERAH PROPINSI BANTEN

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

da.

8

GUBERNUR BANTEN,

bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-
undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah dan Undang-undang
Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan
Propinsi Banten, perlu membentuk Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan
Daerah Propinsi Banten;

bahwa pembentukan Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Badan Pengawasan Daerah Propinsi
Banten sebagaimana dirnaksud pada huruf a di
atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang
Pokok - pokok Kepegawaian (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-
undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
169, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3830), ‘

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan *~ Daerah (Lembaran iNegara
Republik Indonesia Tahurn 1999 Nomor 60,
T=~1bahan Lembaran Negara Nomor 3839),



10.

12,

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1399 ter:zrg
Perimbangan Keuangan Antara Pemer~iah
Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Rep ohk
Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambz~
Lembaran Negara Nomor 3848);

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1989 ter-z2r3
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih 27
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lemtz-a~
Negara Republik indonesia Tahun 1989 Nz~c-
75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3¢Z°

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 ter-z73
Pembentukan Propinsi Banten (Lemtz-za~
Negara Republik indonesia {ahun 1998 Nz—2~

182, Tambahan Lembaran Negara N:~C-
4010);

Peraturan - Pemerintah Nomor 25 Tahun 2222
tentang Kewenangan Pemerintah gen
Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otc-c—
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tz-.-

2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Nezzrz
Nomor 3952);

Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun ____
tentang Pedoman Organisasi Perangkat Dz=z-z~.

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tz~u~
2000 Nomor 165);

Seraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun _27°
tentang Pembinaan dan Pengawasan z:as
Penyelenggaraan Pemerintahan Dzz-zan

(Lembaran Negara Republik indoneSta IEaiCe
2001 Nomor 41);

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2207
tentang Penyelenggaraan Dekonse—asi
(Leinbaran Negara Republik Indonesia Tz-un

2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Nezara
Nomor 4095);

Peraturan Pemeriniah Nomor 52 Tahun 2207
tentang Penyelenggaraan Tugas Pembant. =~

. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2207

tentang Tata Cara Pengawz3zn
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2002 te- 213

Rencane Strategis Daerah (Lembaran Dzz-an
Tah in 2202 Nomor 3);



13. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 tentang
Tata Cara Pembentukan dan  Teknik
Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran
Daerah Tahun 2002 Nomor 4).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI BANTEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan @ PERATURAN DAERAH PROPINSI BANTEN

TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA  BADAN
PENGAWASAN DAERAH PROPINSI BANTEN.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Daiam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1,
i

Daerah adalah Propinsi Banten:
Pemerintan Daerah adalah Gubernur, beserta perangkat daerah

otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Propinsi
Banten:

Gubernur adalat Gubernur Banten:

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD
adalah Badan Legislatif Daerah Proninsi Banten;

Sekretariat Daerah vang selanjuinya disebut SETDA adalah
Sekretariat Daerah Propinsi Banten; '

Sekretaris Daerah yang selanjuinya disebut SEKDA adalah
Sekretaris Daerah Propinsi Banten:

Badan Pengawasan Daerah yang selanjutnya disebut Badan
adalah Badan Pengawasan Daerah Propinsi Banten;

Kepala Badan Pengawasan Daerah yang selanjutnya disebut

-Kepala adalah Kepala Badan Pengawasan Daerah Propinsi

Banten;
Eselon adalah tingkatan jabatan struktural;

. Kelompok Jabatan Fungsional adaiah kelompok Pegawai Negeri

Sipil yang diberi hak dan wewenang sesuai keahliannya dalam
rangka meriunjang tugas dan fungsi Pengawasan Daerah.



BAB I
P EMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah i dibentuk Badan Pengawasan Daerah
Propingt Banten

BAB Il
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama
Kedudukan

Pasal 3

Badan_ Pengawasan Daerah adalah merupakan unsur penunjang
pemernintah Propinsi aipimpin oleh seorang Kepala yang berada di

bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekreteris
Daerah.

Bagian Kedua
Tugas

Pasal 4

Badan Pengawasan Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur

dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam bidang
pengawasan. '

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasals

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4,
Badan Pengawasan Daerah mempunyai fungsi :

a penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidana
pengawasan. ;

b penyusunan rencana dan  kegiatan program  dibidana
pengawasan. -

c. perumusan kebijakan teknis dibidang pengawasan:

d.  pelaksanaan kegz_atan koordinasi dibidang pengawasan:

fe. pelayanan penunjang penyeienggaraan pemerintahan daerah:

pelakganqan tugas lain yang diberikan Gubernur sesuai tugas dan
fungsinya



(1)

(2)

BAB v
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

Susunan Organisasi Badan Pengawasan Daerah terdin dari -

Kepala;

Sekretariat,

Bidang Pengawasan Pemerintahan Daerah;
Bidang Pengawasan Keuangan:

Bidang Pengawasan Kekayaan Daerah:
deang Pengawasan Pendapatan Daerah:
Bidang Pengawasan Pembangunan Daerah:

Bidang Pengawasan Kesatuan Bangsa dan
Masyarakat:

Kelompok Jabatan Fungsional.

¢

Perlindungan

Pasal 7

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala dalam tugas
kesekretariatan, penyusunan dan pengendalian program, evaluasi
dan pelaporan, keuangan dan kepegawaian serta penyusunan
program kerja tahunan dan program kegiatan pengawasan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Pasal ini, Sekretariat mempunyai fungsi :

d. penyusunan rencana dan kegiatan program dibidang
pengawasan;

b. perumusan  kebijakan  pelaksanaan  program  kerja
pengawasan;

Cc. pelaksanaan kegiatan koc-dinasi, evaluas: dan pelaporan
dibidang pengawasan;

d. pelaksanzan penyusunan lanoran findak lanjut hasil
pemeriksaan APFP;

e. perumusan ketijakan pelaksanaan program kerja dalam
bidang penyusunan dan pengendalian program;

f.  perumusan kebiiakan pelaksanaan program kerja dalam
pidang evaluasi dan pelaporan;

g perumusan kebijakan pelaksanaan program Kkerja dalam
bidang administrasi keuangan: e e

h. perumusan kebijakan pelaksanaan program kerja dalam
bidang ketatausahaan, umum & rumah tangga dan
kepegawaian; o _

{  pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala sesuai tugas
dan fungsinya.

(3; Sekretariat, membawahkan :

a. Sub Bagian Penyucunan dan Pengendalian Pregram,
b. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
c.  Sub Bagian Keuangan, _
d.  Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
IPasal 8



e ——— T

(1)

(2)

Ly Pemenntahan Dacrah mempunyai  tugas

S e Bepala dulam pengawasan pelaksanaan  Otonomi
Dacrah, tugas dekonsentiasi, pembantuan dan aparatur daeraf
seita penyampalan laporan hasil pengawasan kepada Gubernur

meiahn Kepala Badan .

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud para ayat (1)-
i*asal i, Bidang Pengawasan Pemerintahan Daerah mempunyas
fungsi

a

b

penyusunan rencana dan kegiatan orogram dibidang
pengawasan pemerintahan daerah;

pcrumusan kebijakan dalam rangka pelaksanaan program
kerja pengawasan terhadap Pemerintahan Daerah;
pelaksanaan kegiatan pemeriksaan dibidang pengawasan
Pemerintahan Daerah; :
perumusan kebijakan teknis dibidang pengawasan Otonomi
Daerah;

perumusan kebijakan teknis dibidang pengawasan tugas
dekonsentrasi dan pembantuan;

perumusan kebijakan teknis dibidang pengawasan aparatur,

pelayanan penunjang dalam rangka penyelenggaraan
Pemerintahan Daerai:

penyusunan laporan hasil pengawasan;

pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Badan sesuai
tugas daii fungsinya. |

Cidang Pengawasan Pemerintahan Daerah, membawahkan :

a.
D

Sub Bidang Pengawasan Otonomi Daerah:;

Sub Bidang Pengawasan Tugas Jekonsentrasi dan
Pembantuan;

Sub Bidang Pengawasan Aparatur.

Pasal 9

Bidang Pengawasan Keuangan mempunyai tugas membantu
Kepala Badan dalam rangka pengawasan pengelolaan keuangan
daerah, penyusunan APBD, pelaksanaan anggaran daerah,
pertanggungjawaban anggaran Propinsi dan Kabupaten/Kota serta
penyampaian laporan hasil pengawasan kepada Gubernur melalui
Kepala Baaan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) .

b.

Pasal ini, Bidang Fengawasan Keuangan mempunyai fungsi :
a.

penyusunan rencana dan kegiatan
Keuangan Dacrah;

perumusan kebijakan dalam rang: a pelaksanaan program
kerja pengawasan terhadap Keuangan Daerah:

pelaksanaan kegiatan pengawasan dibidang Keuangan
Daerah;

program dibidang



(2)

. sanaan pengawasa-
d.  perumusan kebijakan teknis dan ge[r?:apataﬂ dan Belanja
| dibidang penyusunan Anggaran €
Daeraly; | anaan pengawasa-
€. perumusan kebijakan teknis dqn pelaks ]
dibidang peiaksanaan Anggaran, _
perumusan kebijakan tcknis dan perfn‘
dibidang pertanggungjawaban angga kla R F—
g pelayanan penunjang dalam rang
Keuangan daerah: can
h. penyusunan laporan hasil pengawasan, .
| pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala € 9
dan fungsinya. o
Bidang Pengawasan Keuangan, membawahkan : |
@ Sub Bidang Pengawasan Penyusunan APBD; ’
b. Sub Bidang Pengawasan Pelaksanaan.Anggaran, )
¢ Sub Bidang Pengawasan Pertanggungjawaban Anagaran.

naan pengawasa-

-

Pasal 10

Bidang Pengawasan Kekayaan Daerah mempunyai tugeas

membaniu Kepaia Badan dalam rangka pengawasan pengelolaz-

kekayaan, prosedur perencanaan kebutuhan, pengadaai ‘da"

pemeliharaan barang, tertib pemanfaatan dan inventarisac

kekayaan daerah serta menyampaikan laporan hasi! pengawasz-

kepada Gubernur melaiyi Kepala.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (7.

Pasal ini. Bidang Pengawasan Kekayaan Daerah mempuny:z

fungsi :

d.  penyusunan rencara dan keatatan
pengawasan kekayaan daerah:

b.  perumusan kebijakan dalam rangka pelaksa
kerja pengawas in terhadap kekayaan daerah:

C. pelaksanaan kegiatan pemeriksaan dibidang pengawasz-
kekayaan daerah:

program  dibidang

naan prograr

an pengawasz:

€. perumusan kebijakan ieknis dan pelaksanaaln pengawasan
dibidang pemanfaatan kekayaan daerah;

f PErumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan
dibidang inventarisas; dan pengh

g. pelayanan PENuUNnjang  dalam
pengelolaan kekayaan daerah;

h.  penyusunan laporan hasij pen

t.  pelaksanaan tugas lain yang
dan fungsinya

pengawasa~
apusan kekayaan daerah:

rangka Penyelenggaraz-
gawasan:
diberikan Kepala sesuai tuges

~J



(3) Bidang Pengawasan Kekayaan Ccerah, membawahkan :

(1)

(3)

(1)

a Sub Bid-’iﬂg pengawasan Pengadaan Barang dar?
Pemeliharaan Barang;

Sub Bidang Pengawasan Pemanfaatan Kekayaan Daerah;

Sub Bidang Pengawasan Inventarisasi dan Penghapusan
Kekayaan Daerah.

i
b

L&

Pasal 11

Bidang Psngawasan Pendapatan Daerah mempunyai tugas

membantu Kepala dalam rangka pengawasan pajak daerah,

retribusi daerah dan pendataan lain-tain serta menyampaikan

laporan hasil pengawasan kepada Gubernur melalui Kepala.

Untuk melz<sanakan tugas sebagaimana dimaxsud pada ayat (1)

Pasal ini, Sidang Pengawasan Pendapatan daerah mempunyai

fungsi:

a  penyusunan rencana dan kegiatan program dibidang
pengawasan pendapatan daerah;

perumusan kebijakan dalam rangka pelaksanaan program

kerja pengawasan terhadap pendapatan daerah;

c. pelaksanaan kegiatan pemeriksaan dibidarng pengawasarn

pendazatan daerah; '

d  perumisan kebijakan teknis dan pelaksaraan pengawasan
dibidar 3 pajak daerah, .

e. perumisan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengawasan
dibidar3 retribusi daerah;

f  perumLsan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengawasan
dibidarz pendapatan lain-lain;

g. pelayaran penunjang dalam rangka peningkatan pendapatan
daerah
h. penyusunan laporan hasil pengawasan;

i pelaksanan tugas lain yang -diberikan Kenala sesuai tugas
dan furgsinya.

Bidang Pengawasan Pendapatan Daerah, membawahkan :

a. Sub Bicang Pengawasan Pajak Daerah;

b. Sub Bicang Pengawasan Retribusi Daerah;

c. Sub Bicang Pengawasan Pendapatan Lain-lain.

b

Pasal 12

Ridang Pergawasan Pembangunan Daerah mempunyai tugas
meambantu Kepala dalam pengawasan pelaksanaan
peinbangunan daerah, perekonomian daerah, sarana dan

prasarana daerah serta menyampaikai i:aporan hasil pengawasan
kepadsz Gubernur melalui Kepala



(2) Untuk melaksanakan tugas sebag

aksud pada ayat (1)

: im 4
aimana di Daerah memgunyai

e angunan
Pasal ini, Bidang Pengawasan Pemb

fungsi : iatan program dibidang

a. penyusunan rencana dan keg_ ¢
pengawasan pembangunan daera \a pelaksanaan program

b perumusan kebijakan dalam rangkd L s
kerja pengawasan terhadap pembangud'bidang pengawasan

C. pelaksanaan kegiatan pemeriksaan di
pembangunan daerah: n

d.  perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan peng
dibidang perencanaan pembangunan; &

€. perumusan kebijakan teknis dan pe!aksanaan pengawasan
dibidang perekonemian daerah; ~

I perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengawasan
dibidang sarana dan prasarana daerah: -

9. pelayanan penunjang dalam rangka penyelenggaraan
pembangunan daerah:

A penyusunan laporan hasil pengawasan; _

I pelaksanaan tugas lain yanq diberikan Kepala sesuai tugas
dan fungsinya.

Bidang Pengawasan Pembangunan Daerah, membawahkan :

a. Sub Bidang Pengawasan Perencanaan Pembangunan
Daerah:

b Sub Bidang Pengawasan Perekonomian Caerah;

C. Sub Bidang Pengawasan Sarana dan Prasarana Daerah.

awasan

Fasal 13

Bidang Pengawasan Kesatuan Bangsa

Masyarakat mempunvyai tugas membanty K
pengawasan pengamanar umum, kesejahte
masyarakat dan sosial budaya serta men
pengawasan .lepada Gubernur melaiui Ke
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana
Pasal ini, Bidang Pengawasan

dan Periindungan

epala daiam rangka
raan & perlindungan
yampaikan laporan hasi!
pala.

dimaksud pada ayat (1)

Kesaty
Pertndungan Masyarakat mempunyai fungs; - an Bangsa dan
a. penyusunan rencana dan Kegiatan i
pengawasan kesatuan bangsa dar? Derlindfégg;a:a dlb!dfr:.g
b. perumusan kebijakan dalam rangka pelakSa”aansy:ira at;
kerja  pengawasan terhadap kesatuan program
perlindungan nasyarakat: angsa dan
¢ pelaksanaan kegiatan Pengawasan

bangasa dan perlindungan Masyarakat: dlbldang HEsANAY
d.  periiusan kebijakan teknis dan pe

o el

dibidang pengamanan umum; S Sisdriggn PefaawazaD
€. perumusan kebijakan tekni

dibidang kesejahterazr

anaan pengswssan
masyarakat q pengowes
masyarakat:

an  perlir-durgan



perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengawasan

dibidang sosial budaya: _

g. pelayanan penunjang dalam rangka peningkatan
penyelenggaraan kesatuan bangsa dan perlindungan

masvarakat: ’

penyusunan laporan hasil pengawasan;

pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala sesuai tugas

dan fungsinya.

(3) Bidang Pengawasan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan
Masyarakat, membawahkan :

.
I

a.  Sub Bidang Pengawasan Pengamanan Umum;

b. Sub Bidang Pengawasan Kesejahteraan Masyarakat dan
Perlindungan Masyarakat:

ot

Sub Bidang Pengawasan Pengamanan Sosial Budaya.

Pasal 14

Bagan Struktur Organisasi Badan Pengawasan Daerah scbagaimana
tercantum dalam Larnpiran Peraturan Daerah ini. '

- BABV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasai 15

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan

sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian cdan
kKebutuhan.

Pasal 16

{1) Kelompok Jabatan Fungsional ierdirt dari sejumlah tenaga

funosional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

(2) Kelompok Jabatan Fungsiona! sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang
ditunjuk. _

(3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan peraturan perundang-
undgangan yang berlaku.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai der\gan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. '

10



BAB VI
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

t*asal 17

(1) Pejabat Struktural Eselon |l dan Pejabat Fungsional pada Badan
Pengawasan Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur
dar Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Pejabat Struktural Eselon Il kebawah pada Badan Pengawasan
Laerah diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai
Negeri Sipii yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku.

(3) Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Struktural dan

Fungsional sesuai dengan kotentuan perundang-undangan yang
berlaku. ’

BAS VI
PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan Badan Pengawasan Daerah Propinsi Banten dibebankan
kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber-

sumber pembiayaan lainnya yang syah sesuai ketentuan perundang-
undangan yang berlaku.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas seliap pimpinan unit organisasi dan
kelompok tenaga fungsional di lingkungan Badan Pengawasan Daerah
Propinsi  wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan
sinkronisasi baik dalam lingkungannya maupun antar satuan
organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan Instansi lain
di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugasnya.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pas= 20

Pemanfaatan sarana, prasarana. sumber daya aparatur /kepegawaian
ran pembiayaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

11



BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Uraian tugas dari masing-masing Jabatan Struktural pada Badan

Pengawasan Daerah disusun secara tersendiri dalam Keputusan
Gubernur.

Pasal 22

Ketentuan lainnya, sebagai kelengkapan dan pelaksanaan Peraturan

Daerzh ini akan diatur dan ditetapkan tersendiri dalam Keputusan
Gubernur,

Pasal 23

Dengan ditetapkannya’' Peraturan Daerah ini, maka segala Peraturan

Perundang-undangan yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak
berieku lagi.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mutai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar  setiap orang dapai mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Propinsi

SGanten.
Ditetapkan di Serang
pada tanggal 29 1ei 2002
GUBERNUR BANTEN,
ud
Diundangkan di Serang H.D. MUNANDAR
pada tanggal 3 Jumi 2322

SEKRETARIS DAERAH
PROPINSI BANTEN

ttd

DRS. H. AYIP MUFLICH

2R3 H. AYiP MUFLICH

Pembina Utaina Mida
NIP. 010 095 ggg

LEMBARAN DAERAH PROFINSI BANTEN TAH
' S2RI§D

4
|
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PERATURAN DAERAH PROPINSI BANTEN
NOMOR 31 TAHUN 2002

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENGAWASAN OAERAH
PROPINSI BANTEN

A.UmMmum

Bahwa dengan ditets
Tahun 1999 tentang Pemerin
25 Tahun 1999
Pemerintahan Pusat.
25 Tahun 2000
Kew

pkannya Undang-undang Nomor 22
tahan Daerah, Undang-undarg Nomor
tentang  Perimbangan Keuangan antara
dan Daerah, Peraturan Pemerintahan Nomor
tentang Kewenangan Pemerintahan dan
€nangan Pemerintahan Propinsi sebagai Daerah Otonom serta
dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000
tentang  Pembentukan Propinsi Banien. maka dengan adanya
paradigma baru dalam sistem Pemerintahan Negara Repubiik
Indonesia, yaitu adanya Penambahan jumlah Propinsi, dan Propinsi
Banten adaiah Propinsi ke 30 Perubahan yang cukup signifikan
lersedut diantaranya pada pelaksanaan Pemerintahan di Dazrah

yaitu adanya pengembangan Daerah Otonom yang luas, nyata dan

bertanggung jawab tagi Dacrah Propinsi, Kabupaten/Kota.

Pemberian otoncmi kepada Daerah sebagaimana dijelaskan
dalam  Peraturan Perundang-undangan  tersebut  dij atas,
memperikan kepada Caerah lebih luas dan bertanggung jawab
dalam menentukan jumlah, dan nomenklatur Kelembagaan
Perangkat Daerah yang disertai adanya pelimpahan pembiayaan,
sesuai dengan kewenangan Daerah dan dilaksanakan oleh Daerah

berdasarkan kebutuhan, potensi, karakteristik dan kemampuan
Daerah itu sendiri.

Perubahan yang mendasar dari sisi kelembagaan juga
diccrtai perubahan yang signifikan pada garis kebijaksanaan,
koordinasi. pengendalian- serta penanggungjawaban Perangkat
Daerah. Sehagaimana diamanatkan cdaiam Undang-undang Nomor
22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Perangkat
Daerah terdint darn Sekretaiat Daerah, Dinas Daerah dan Badan
Pengawasan Jae-ah sebagai Lembaga Teknis Daerah.
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Badan Pengawasan Daerah adalah sebagai unsur penunjang
Pemerintahan Daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan

Pemerintahan, yang jumiah dan besaran organisasinya disesuaikan
dengan kebutuhan Daerah.

~ Pembeniukan Organisasi Perangkat Daerah sebafaimana

dijelaskan diatas harus didasarkan pada kebutuhan, kondisi,
karakteristik, potensi dan kemampuan Daerah, dengan selalu
mengacu dan  memperhatikan bidang/kelompok kewenangan
sebagaimana diaiur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun
2000 yang mengatur dan menetapkan perimbangan keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Daerah, agar nantinya dalam
pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah tidak
memberatkan bagi Daerah dalam sektor/segi pembiayaannya.

Bahwa sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang
Nomor 22 Tahun 1999 pelaksanaan azas dekonsentrasi diletakkan
padar _Daerah Propinsi dalam kedudukannva sebagai Wilayah
Administratif  untuk  melaksanakan kewenangan Pemerintahan
tertentu, yang dilimpahkan kepada Gubernur sebagai wakil
Premerintah, sedangkan azas pelaksanaan tugas pembantuan
diproyeksikan sebagian akan dilaksanakan oleh Pemerintah Propinsi
dan sebagian lainnya akan dilaksanakan oleh Daerah
Kabupaten/Kota bankan dimungkinkan oleh Desa/Kelurahan

Sebagaimana telah diketahui dalam Undang-undang yang
mengatur Pemerintahan Daerah sebelumnya yaitu Undang-undang
Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah,
Kelembagaan/Organisasi Pemerintahan Propinsi terbagi dalam
beberapa bentuk yaitu lembaga desentralisasi, dekonsentrasi

Oepartemen Dalam Negeri, Unit Pelaksana Teknis Dinas dan
Instanst Vertikal di Daerah,

Selanjutnya dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22
Tanun 1999, di Daerah hanya ada kelembagaan/ rganisasi
desentralisasi, kecuall beberapa bidang kewenangan tertentu dan
lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 9 dan Pasal 11, Undang-
undang Nomcr 22 Tahun 1999.

Atas dasar pertimbangan sebagaimana dielaskan di atas,
maka untuk mengakomodasikan Otonomi Daerah yang luas, nyata
dan bertanggung jawab sebagai pelaksanaan amanat Undang-
undang Nomor 22 Tahun 1999 di Propinsi Banten, secara bertahap
dan berkelanjitan dilakukan penataan terhadap kelembagaan/
organisasi Perangkat Daerah, sejalan dengan usia/keberadaan
Pemerintahan Propinsi Banten yang relatit masiih baru, untuk dapat

sejajar dengan Propinsi lainnya dalam Negara Kesatuan Republik
indonesia.
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